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PENETAPAN
Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Smi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukabumi yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan XXxxXXXX XXXXX XXXXXX,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA SUKABUMI, dalam
hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ivan Faizal SH, M.M,
Dkk Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Rasendriya
Hara Keadilan RHK, Advokat/Penasehat Hukum , yang
berkantor di Ivan Faizal SH, M.M, Dkk Advokat yang tergabung
pada Kantor Hukum Rasendriya Hara Keadilan RHK,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar dalam
Register Kuasa Nomor 439/KS/2023/PA.Smi tanggal 07
November 2023, sebagai Tergugat;

melawan,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sukabumi, 01 April 1996, agama Islam,
pekerjaan Xxxxxx XxXxXxx XxxxX, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di (d.a. Bpk Ujang Supandi/Rahman Arrifa'iyah)
Cibungur RT.003/RW.003. Kelurahan Sindangpalay, XXXXXXXXX

XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX, Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
Telah mendengar keterangan Penggugat.
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 18
Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi
pada tanggal 18 Desember 2023 dengan register perkara Nomor
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821/Pdt.G/2023/PA.Smi telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah
melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 24 Desember 2017
dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor: 279/27/XI11/2017, tanggal 24 Desember 2017;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal
di rumah kediaman orang tua Tergugat dialamat Cibungur RT.003/RW.003.
Kelurahan Sindangpalay, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX, Provinsi
Jawa Barat;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana
layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Muhammad Al Fatih Arrifa'i, Laki-Laki, Sukabumi tanggal 02-07-2019

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis,
namun pada April 2022 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai
tidak harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

a. Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain oleh Penggugat dan setelah
dikonfirmasi Tergugat membenarkan dan mengakuinya;

b. Penggugat dan Tergugat akhirnya sepakat membuat surat perjanjian dan
kesepakatan yang isinya apabila Tergugat kembali melakukan
perselingkuhan dan melakukan KDRT maka Tergugat secara tidak
langsung sudah menjatuhkan talak kepada Penggugat;

C. Tergugat sering kasar secara verbal dan melakukan KDRT ketika ada
pertengkaran dan perselisihan paham terhadap Penggugat;

6. Bahwa Puncak Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus
di bulan Januari Tahun 2023 terjadi peristiwa yaitu;

7. Tergugat kembali melakukan kesalahan yang sama yaitu selingkuh dan
memiliki wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat dan akhirnya
Tergugat menjatuhkan talak di depan orang tua Penggugat dan saat itu
hingga saat ini sudah 11 bulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak

serumah karena Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
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Bahwa atas peristiwa tersebut diatas Penggugat sudah tidak mau melanjutkan
hubungan perkawinan dengan Tergugat berdasarkan tidak adanya itikad
baik dari Tergugat;

9. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan

perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974
Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum
Islam pasal 116, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk
menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra dari Tergugat (TERGUGAT)
kepada Penggugat (Sri Nurul Adista Dewi Binti Agus Setiawan);

10. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

tersebut di atas Penggugat merasa tidak mampu lagi membina dan

mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Karena rumah
tangga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi
diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukabumi cg. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat;
Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (Sri Nurul Adista Dewi Binti Agus Setiawan);
3. Biaya perkara menurut hukum;
ATAU
Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang
didampingi kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat menyatakan akan memikirkan kembali gugatannya
dan atas pertanyaan Majelis Hakim, maka Penggugat selanjutnya menyatakan
mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;
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Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini.
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus
Penggugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi
dengan Nomor 439/KS/2023/PA.Smi, ternyata telah sesuai dengan ketentuan
Pasal 123 HIR juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah
pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan
ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan
bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah
sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa
Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara aquo sebagai advokat
profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan pertama telah
berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat melalui Kuasanya untuk
menyelesaikan perkaranya dengan Tergugat agar dapat diselesaikan secara
kekeluargaan, dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan memohon mencabut
perkaranya dengan alasan Penggugat untuk memikirkannya kembali agar bisa
diselesaikan secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyatakan mencabut
gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka permohonan
Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum,
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karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-
272 Ry,

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut
maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan
setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam
perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan
dengan perkara ini.

MENGADILI:
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 821/Pdt.G/2023/PA.Smi
dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukabumi untuk mencatat

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.158.000,00

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Dr. Erlan Naofal.
S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Apep Andriana, S.Sy., M.H. dan Sena Siti
Arafiah, S.Sy., M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan
tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal
28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445
Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota
dan dibantu oleh Ade Rinayanti, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri
oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.
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Hakim Anggota Ketua Majelis,

Apep Andriana, S.Sy., M.H. Dr. Erlan Naofal. S.Ag., M.Ag.

Sena Siti Arafiah, S.Sy., M.Si.
Panitera Pengganti,

Ade Rinayanti, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses ‘Rp 60.000,00
- Panggilan :Rp 28.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah :Rp 158.000,00

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah).
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